
BUPATI PATN
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TEFfTANG

TATA LAKSANA PELAYAhIAil PERIJIruAI\I DI KANTOR
PE LAYAftiAfrT FE RiJIf{Af{ TE RFADU itABu PATE ilI PATi

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkaian pelayanan kepada masyarakat di
Kabupaten Pati khususnya pelayanan di birJang perijinan dipandang
perlu menerapkan sistern FelaysnEn perijinan satu pintu {sre s{pp
senrbei;

b. bahwa untuk mewujurikan pelaksanaan sistem pelayanan perijinan
-satu 

pintu ione sarp seryrbei di Kantor peiayanan perijinan Terpaciu
Kabupaien Pati periu acianya penyerierhanaan prosedur, meiranisrne
cian hia laksana pelayanan perijinan;

c. bahwa berciasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, periu menetapkan peraturan Bupati ieniang Tata
Laksana Peiayanan perijinan di Kantor peiayanan perijinan Terpadu
Kabupaten Pati:

Mengingai :1. Undang-iJndang Nomor 13 Tahun 1gS0 ieniang pembentukan

Daerah-daerah itabupaien Daiarn Lingkungan propinsi Jaraa Tengah
(Lembaran Negara Repubrik rncionesia Tahun igsO Nomor 24, Berita
Negara TanggalB Agusius tg50i;

2. Undang-Undang Nomor S Tahun .!gg2 tentang Wajib Dafiar
Perusahaan (Lembaran iliegara Republik lncionesia Tahun 1gg2
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3214);

3' Undang-Unciang Nomor I Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
ilembaran Negara Republik lndonesia Tahun iggs Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor SSl l):



4. Undang-Undang Nomor 3? Tahun 2W4 tentang Pemerinhhan

Daerah t].embaran Negara Republik lndonssia Tahun 2@4 Nomor

i?5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 443n

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor I Tahun

20Ct5 tenhng Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun ?005 tenkng Psrubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2W4 tentang Pernerintahan Daerah

menlad! Undang-Uncang ilembaran Negara Republik lndonesia

Tahun ?ffis Nemsr 10S, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor +54S);

5. Feratsran Femerintah Nomar t5 Tahun 2SS0 tenbng Kewenangan

PemerintEh dan Kewenangan Propinsi $ebagai Dasrah CItonom

{Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Repubfik !nd+n*ia Nomor 3953)

6. Peraturan Presideft Nornor 3$ Tahun 2S05 tentang Fengadaan

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

7. Feraturan Menteri Sosial Nornon 14 Tahun lgSA tenbng Tah Cara

dan $yarat-syarat l.lsaha Pengumpulan $umbangan Sleh Organisasi

Seeiel;

L Feratumn Menteri AgrariatKepala BFN Nomor t Tahun 1ffi4 trentang

Keteniuan Pelaksanaan Kopuiusan Fresiden Nomor 55 Tahun f 993

tentang Fengadaan Tanah Bagi Fetalteanaan Pembangunan Untuk

Kepentingan tlmum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 20ffi tenhng

Pedoman Penyelenggaraan felayanan Terpadu Safu Pintu ;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

63/KeplM. PANlTl?fi(13 tentang Pedoman Pelayanan Umum;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun lSgg tentang

Paiak Reklame tLembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 1998

Nomor i9 Seri n Nomor 5);

1?. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 1999 trenbng

Reiribusi liin Mendidkan Bangunan (Lembaran Daerah lGbupaten

Pati Tahun 1999 Nomor 8i;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor I Tahun iggg tentang

Reiribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tlembaran Daerah Kabupaten

Pati Tahun 19gg Nomor 12):



14. Peraturan Daerah lrabupaten Pati Nomor 11 Tahun t$g t+ntang

Retribusi ljin Gangg*an ilernbaran Daerah Kabupaten peti Tahr.ln

1999 Nornor i5i;
15. Peraturan Faerah Kabupaten Pati Nomori3 Tahun lg$g tentang

Retribusi t:in F*runtui*an Penggunaan Tanah {Lsmbaran Daerah

lkbupaten Pati Tahun 199$ i{*mor 17i;

16. Feraturan Faerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun ?000 tentang

Pembsntuk*n Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pafi

{Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun ?*10 Nomor gI}

sebagaimana teiah diubah rjengan Feraturan Daerah Kabupaten Pati

Nonnor 2t rahun Sssz tenrang Peruhahan Aks Peraturan Daerah

KabuBaien Paii i{omor 7 Tahun I00g ientang Fembentukan

srganisasi Lembaga Teknis Daenah Kabupaten Pati ilembaran
Faerah Kabupaten Pafi Tahun 2fr0? Nomor S7 $eri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten fiaerah Tinsht $! Fatt Nomor 5 Tahun

1$gE 'ienhng Faiak Fenganbilan dan Pe*golahan sahari Gaiian

Goiongan C;

18. Feraturan Daerah *Gbupaten Fati Nomor 1S Tahun ?0G? tentang

Usaha FerHmbansan Daerah Eahan Saiian Golongan C (Lembaran

*a+rah l{abuBaten Paii Tahun 2$82 Nomor 44 Seri Ei;

19. Peraturan *aerah Kabupaten Pa'ii Nomor il Tahun Zii$? tentang

Reiribusi Felayanan Administrasi ilembaran Daerah Kabupaien Pati

Tahun ?tXtZ iiiomos 45 $eriG);

20, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun ?003 tentang

Fergudangan il-embaran Daerah Kabupaten Fafi Tahun ?003 Nomor

2S SeriE);

?1. Feraturan Daerah Kabupaten Paii Nomor 1? Tahun USIE tentan* liin

lndustri iLembaran Saerah Kabupaten Pafi Tahun 2S03 N+mor I
$eriA);

2?. Peraturan Daerah Kabupaten Fati Nomor 13 Tahun 70{rt tentang

Retribusi liin lnduski ilembaran Daerah lGbupaten Pati rahun ?ffi3
Nomor 4 Seri C);

MEMUTU$KAN:

MENetApKaN : PERATURAN BUFATI TEhITANG TATA L{K$AF|A FELAYANAFI

PERIJIF{AN Si KANTCR PEI.AY-ANAN PERIJINAN TERPADU

IfiBUPATEN FAT|.



BAE I

KHTEf{TUAT'I {JMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang ciirnaksuri ciengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

?. Bupati adalah BupatiPati"

3. Tah lak*ana pelayanan Periiinan $atu Pintu adalah mekanisme,

penyaratan, biaya dan jangka waktu penyelesaian pengurusan

pelayanan perljinan yang diselenggarakan Fada satu tempat meliputi

berbagaijenis layanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani

rnelaluisatu pintu

4. Kantor Pelayanan Periiinan Terpaciu adalah Kantor Pelayanan

Perijinan Terpaciu Kabupaten Faii.

*A* ll

TATA LAKSAruA FAL*Y&F{AN P€FIJI*{A!{ $A.Til FINTU

Pasai 2

Tata laksana pelayanan perijina* *aiu pintu dl Kantor Pelayanan

Periiinan Terpadu meliputi :

1. liin Lokasi;

2. ljin Mendirikan Bangunan (lF*B);

3. $urat ljin Usaha Perdagangan {SIUP};

4. $uret ljln Penarnbangan Daerah Bahan Galian Golongan C ($lPD);

5. Taneia Daftar lnciustri (TDli:

6. liln Usaha lndusiri (lUll;

7. Tanda Dafiar Gudang fl'DG):

8. Tanda Daftar Ferusahaan {TDP}:

9. liin Fenggilingan Padi, l'luller dan Penyosohan Beras;

10. tiin Penggunaan Alun-alun;

11. tjin Gangguan;

12. liin Pengumpulsn Fana;

13. liin MelewatiJala* Terlarang fiMJT!;

14. liisl Menutup Jalan;

15. ljin Reklame; daft

16. liin P*tdirian Tempat lbadah



BAB III

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN
pasal 3

Kantor Perayanan Ferijinan Terpadu atas nama Bupati berwenang dan
berkevlajiban unfuk mengelola pelayspsn periiinan meliputi :

a. memberikan pelayanan perijinan dan non perijinan;
b. memberiltan informasi yang diperlukan masyiarakat dan

melaksanakan sosialisasi keberadaan Kantor pelayanan perijinan
Terpadu;

c. mengelola berkas-berkas periiinau

d. mengkoordinir pemeriksaan lapangan bagi jenis-jenis perijinan
tertentu yang memerlukan pemerilaaan lapangan;

e. membuat berita acara pemeriksaan yang dihndahngani Tim Teknis
Ferijinan Kabupaten pati dan pemohon yang berisi tentang
penerimaanipenolakan perijinan disertai dengan aiasan penolakan,
serta memberi data hasil survey sebagai bahan menetaplen
besarnya retribusi bagi yang diterima;

f' menetapkan $urat Ketetapan Retribusi Daerah ($KRD) dan surat
KEtetapan Pajak Daerah {SKPD} ranglcap Z (dua) yang salah satu
salinannya diserahkan kepada pemohon sebagai dokumen untuk
membEyar ke kasir (bendahara penerimaani guna ponyElslsn ke kas
daerah;

g. melaporkan ienis juml*r dan retribusi periiinan yang diterbitkan
kepada dinas terkaii setiap bulau

h. mEncetak dokumen yang berhubungan dengan pErijinan;
i' menandatangani ijin yang dirimpahkan kepada Kantor perayanan

Perijinan Terpadu;
j. menindakranjuti pengaduan ma$yararcat yang berhubungan dengan

pelayanan perijinan yang dikelola Kanbr pelalmnan perilinan
Terpadu; dan

k. lain-lain yang berkaitan dengan perijinan.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

pasal 4
(1) Kepala Kantor Pelayanan pedjinan Terpadu krtanggung jawab

atas sebagian ke\flenangan vang dilimpahkan kepadanya.



fit Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ciisampail€n oleh Kepala lGntor pelayanan perijinan Terpadu
kepada Bupati melalui $ekretaris Daerah.

BAB V

PEREYARATAN DAN MEKANISME
pasal S

Persyaratan dan mekanisme pelayanan perijinan melalui slstem
pelayanan perijinan safu pinfu (one sfnp.senabe) di Kanbr pelayanan

Periiinan Terpadu Kabupaten pati sebaEaimana tersebut dalam
Lampiran l, Lampiran ll dan Lampiran lll yang merupakan baEian tak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAF VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
pasal 6

Pembinaan dan penga!€san penyelenggaraan Flayanan perijinan

dilaksanakan oleh rim Pembina dan pengawas perijinan Kabupaten
Pati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Fasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggaldiundanglen.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Perahran ini dengan penempatannya dalam Berih Daerah Kabupaten
Pafi.

Ditetapkan diPati
padatenggal 2 Mai 2ooJ

BUPATI PATI,

TASIMAN
Diurdangkan diPati
pada tanggal 2 FIoi 2ooJ

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

SRI MERDITOMO
BERITA DAERAH KABUPATEN PAT|TAHUN .....?.qq7.... NOMOR ...].5

PhIr-E:I-li r.l"i\

A.Abv i]AU
PEN LJU AN

6V?-.Z o9 TINIT PEL,A''S]A}IA I K,eer



LAMPIRAN i : PERATURAN BUPAT| PATI
NOtoiOR.. l.5...TAHUII... ?00.7...
TENTANG TATA LAKSANA
PEiSYANAN PER|JII{AN Di
iTANTOT FELA'fANAN
PERIJ|NAN TERPADU
KABUPATEN PATI.

PERSYARATAH FERIJ llrlAN

Dt l(AfiToR pELAyAi'iAff pERUtTAil TERPADU KASUPATE$ pATt

1. liin Lokasi

Persyaratan:

a. mengajukan permohonan;

b. foto copy KTP;

c. fcdo copy pemilikan tanah;

d. foto copy Alcta Pendirian Perusahaan yang disahkan sebagai Badan Hulrum;

e. melampirkan gambar sketsa tanah;

f. surai penryataan kesanggupan akan ganii rugi aiau menyediakan tempd
penampur€an bagipemiliktanah yarg teritena proyek (irermeierai Rp. 6000,J; cjan

g. uraian rencana/proposai yang akan dibangun.

2. ljin ltfiendi*kan Bangunan {ilUtB}

Persyaratan:

a. toto copy KTP;

b. foto copy hak kepemiliian tanahberiifiimi ianah;

c. surai pernyat*an tidak xei:eratan dari pemiiik ianah apabiia membangun cii ianah
CIrang iain ciikeiahui Kepaia Dese/Keiurahan ciiatas kerias benneierai Fp. 6.00fi,-;

d. gambarkonsiruk$ilengkap;

e. bangunan usaha ciilergl<*pi rjln gangguan dan ijin tokasi;

f. bangunan bedinglcat diterglcpi prhitungan kmstrulci Mon;
g. uniuk bangunan usaha dilergkapi UKUUPL;

h. rnasing-r'nasF€ per$yaratan ranghap I iciuai; dan

i. *emua persyaraian iengirap, farmuiir iMB diiqalisir Kecamatan seterflpat sesuai l*kasi

bangunan.

8. SuEt iln Uraha F*reHgengan {SiUFi
Persyaratan :

a. Ferseroan Terba&s {pT}
i. foto copy Ai<te Pendlrian Perusahaan;

2. foio copy Surat Kepuiusan pergesahan Badan i-fulejm;

3. foto copy Kariu Tanda Penduduk (KTPi FerniiiU Direkiur iJtamar Fenanggung

.iawab Perusahaan;

4. copy Nomor Pokok Wajib Pajak {NH,VP) Perusahaan;

5, copy ljin Gangguan {epabik ciipersyaratkan F0};dan
6. nerasa Awal Perusahaan.



;.
b, Koperaei

i. oopy Akie Perdirian Kopemsi yang teiah mvrdapatkan pergesahan ciari irwtarrsi

berwenang;

2. copy Kariu Tanda Perrciuciuk {KTp} Ketuar'penanggr.rng jawab Koperasi;

3. copy Nomor Fokok W'ajib Pajak {NHrup} perueahaan;

4, copy ljin Garrgguan {apabita dipereyaratkan t-i0i;dan
5. neraoaawal Koperasi.

c, Perusahaan Fersekutuan

1. cop!, Akte Perdirian Ferusahaan/Aida Notarls yang teiah dlciafrartan pada

Per€adilan N€eri;
2. copy Kartu Fendr.duir (KTP) pemililrl penanggung jar,rnb perusahaan;

3. copy NomorFolrokWajib Pajak {NRfirp) perusahaan;

4. eopy ljin Garggnran iapabila dipersyaratkan l-fi)i; dan

5. neraca awal Perusahaan.

d' 
i Hnfr:ffifi:ciuk {Krp) perniiikr Fenansgunsiawab perusahaan;

2. copy Narnor FokokinJa.1ib pajak {f.JF,&F} perusahaan;

3. copy ijin gargguan {apabiia dipercyarai}can HO}; rjan

4. sumt penganiar dari Desa dii{etahui Keoamatan.

4. Sun&t gtn Fenffi$&nge$ fr6Eh B*Hn Gafian Gotongan c {stpD}
Percyaratan:

Surat permohuran bermeieraiyang ditujuiqan kepda *.pail dergan dit*mpiri :

a' saiinan Aide Fendirian yang teiah disahlen oieh Menieri Kehakiman bagi perseroan

Tertmias;

b. salinan Ai<te Perdirian Ferusahaan y'ang telah dkjafraikan pada regieter kepanireraan
pada Pengadilan Negerisetempat bagiPers*kutuan Komanciiter {CV} dan Firma;

s" saiinan Akie Penciirian Ksperaai yang ieiah didaftnritan pada Dinas perinciudrian dan
Perciagangan, dan Kantor Koperaei sdernpat bagi Koperasi;

ci. surat kdemngan referensi ciari Bank pemeriniah;

e. surat pernvataa* teleh mendirli<an Kantai Caba*'rg di Paii bagi pemohon ijln png
berdomisili di iuar Hah.rpeien Pati;

f. peta situaei eia# ateu p*ta tapografi wiiayah pertamMngan dan sekitarnya yang

dimohonkan SIFS;

g. permohonan dari tenqa ieknik'ahii pedamirangan bem:aterai culrup diiampiri dengan
daftar rlwayat hidup, salinan KTp cian salinan ijasah terakhir;

h. rtsncana ke{a ei<spioraaidarru aiau elcpioitaai;

i. saiinan i.{omor Pokokyyajib pajak iiriFlit'pi; dan
j. surat pernyataan kesanggupen memberikan jarni*an elaplorasl bermaterai cukr.rp.

5. Tanda Dafhs lnduski ff$l
Persyaratan:

a. Ferusahaan industri dengan nilai investasi Rp. 10,000.m0,- #d Rp. 200.000.000,-

{tidaltternazulctanah dan bangunan}; ,



:e

b. surat permohonan kepada Bupati;

c. copy Kariu knda Penduciuk (KTF) Pemiiik i Penarqgurg jawab i Direlduq

d. Nornor Pokok Wajib Pajak (NPt/1/P) bagi yang memiliki;

e. copy Aide Perrjirian Perusahaan bagi yang belkntuk badan yang rjisahkan oleh

Pejabat yang berwenang;

f. copy lzin Gangguan bgiyang wajib rinemilitci;

g. SPFL, copy dokumen UKU UPL atau AMDAL bagi Perusahaan industri yang wajib

memiliki sesuai Peraturan Perurdang+,rndangan yang berlaku; dan

h. copy izin Pemai<aian Air Barah Tanah bagiperusahaan yang menggunakan air barah

ianah.

6. ljin Usaha lndugtd tlUll
Persyaratan:

a. Perusahaan inciustri yang niiai investasinya cii atas Rp. 200.000.000,- tdua ratus juia

rupiahi iidak iermasui< niiai tanah cian bangunan;

b. surai permohonan bermeieraiyang diiujukan kepada Bupaii;

o. oopy Kariu Tanda Penduduk (KTP) Pemohm {PerniiilvPenanggungjawabi Direi<turi;

d. copy lzin Gangguan;

e, copy Akte Pendirian Perusahaan yang dieahi<an oleh Pejabai yarg berwenang;

t copy Nomor PokokWajib Pajak {NPt't'Pi;

g. SPFL, ciohu*ren UKL/ UFL aiau Ail{DAl- bagi Ferueahaan industriyang watib merniliki

sesuai Peraturan Perurriang-undangan yang beriaku; dan

h. copy izin Pemaicaian Air Bawah Tanah bryiperusahaan yang menggunai<an air ba*nh

tanah.

7. Tanda Dafrar Gu&ng fiDgl
Persyaraian:

a. foto copyeurat ijin waha perdruangan {SIUP);

b. foio c*py tanda ciafiar perusahaan;

c. fcto copy KTP pemiliU penarggurg jawab gudang yang masih berlaku;

d. foto copy Nomor Poitoi<Vvajib Fajak tNPvVPi perusahaan;

e. ioio copy ijin gangguan;

f. perjanjian pemaleianl pemanfaatan gudarg bagi pergusaha yang menyev*d

memanfaaikan gudarg pihak lain; dan

g. petar rienah gudang.

8. Tanda Dafrr Perusahaan FtrPl
Persyamian:

a. Ferueahaan industri ciengan nilai inveetasi Rp. 10.m0.000,- #d Rp. ?00.0ffi.000,-

itidak tenila$lk tanah dan bangunani;

b. curai pennohonan brmeteraiyang diajukan i<epmja BupatiPati;

G. foio copy Kariu Tarda Pendlduk {KTP} pemiliki penanggung jawab;

d. loto copy Akte Penciirian Perusahaan;

- 
!ii*e. ijiir gangguan;

f. NRffP;



;-
g. SFPL, ds*{snen UKIJ Up{_ stau AMDAL; dtrr
h. foto copy ijin Pemakaian Air Bawah Tanah bagi perusahaan yang menggunakan air

bawah tanah.

S. ljin Fenggllingan Fadi, Huiler dan penyosohan Benas

Peroyaratan:

a. foio copy ijin gangguan rangi<ap 4 {empati;
b. ioio copy KTP rangkap 4 {empai); dan

c. data rnesin cian kapasiias mesin. !

1O. ljin Penggunean Atuil€tlin
Persyaratan:

a. mengajul€n propsai dan mengajukan permohonan; cian

b. surat keierangan dari *iskimpras yang berkaltan dengan kebersihan.

i{. fln €angguan

Persyaratan:

a. surai pennoi]onan bermaierai yang ditujukan kepacia Bupaii;

b. ioio copy Kartu Tanda perrcjuduk {KTFi;
c. aicie pendirian peruisahaan bag! perusahaan yar€ beri:eniuk Bacjan Hukum;

d. gamber lokasirdenah ternpai usaha;

e. foto copy ijin Menciirikan Bangunan;

r. surat pernyataan tidak keberatan dari para teiangga diketahui Kepala Desal Kepala
Keiurahan dan Camai; dan

g. ioio copy $eriifii<ai Tanah atau buktl perciehan ianah iainnya y_ang sah.

12. ijin Pengumpuien Sana

Persyaratan^

Surat Permohonan dilarnpiriproposal Keglatan yang memuat :

a. untuk pertunjukan; dar#aiau

b. uniuk pembangunan masjieii pondok pesantren, pMi.

i3. ljin *ieiewati iaian Teriarang iinfi.in
Persyaratan:

Surat pennohonar: ben'n*?eraiyang ditujuka* kepeda Bupaiidengan rneiampirkan :

a. fota copy Kariu Tande perxjuduie (KTF); den

b. fotc copy Surat Tanda irlunor Kenetaraan (STnjK)

14. ifln ifienuiup.iaian

Persyeralan:

Surat pennahonen krmatcrai yang ditujukan kepada Bupati yang diieqgkapi dengan
gamHr jatsn !€fg alen dituiup ei** jala* alternatifnya.

i$. Utn ftrltlsne
Fersyaratan:

Surat permohanan bermaterailang ditujukan kepada Bupatidergan melampirkan :

a. fato copy Surat Ketdapan Pajak Daerah i$KpDli $urat Ketetapan Retriixsi Daerah
(SKRDi dari Kanior Pendapatan Daerah iKanpenda);

b. meiampirkan gambar rekianne yang aitan dipasang; dan



t6.
s. rceiampirkan gambar lokasi Femasangan.

ljin Fcndirian Tempt tbndah

Persyaratan :

Permnhonas'r i:ermeterai kepade Bupati dilamp*ri :

a. Csfiar nama dan Kartu Tanda Perduciuk (KTP) perqguna rumah ibadat paling sedikit

90 {sembilaft pqiluh} orarg yang di*ahkan oieh Pejabai eeiempat sesuai dengan ting}cat

baias wilayah Kecamatan atau KabupaieruKota atau Propinsi;

b. ciukungan masyarakai rctempai paiing $edikit 60 {enam Wiuh} orang yang disahkan

oieh Lurah*{epala Desa;

c. rekomendasiiertulis dari Kepala Karrtor Depaftemen Agama KafupatenlKota; dan

d. rekomendasi tertuiis FKUB Kabupaiert'Kota.

l !iii-L,1iAi! i

suPATI i
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BUPAT| PATI,

TASiMAN

iK+iSUsl*,G

PiEft UJIUJ AlN



LAMPiRAN il : PERATURAN BUPAT| PAT|
a t-' -^. ., ... nnn -NUMUK..! ;,. r AHUN.. a'Y.Y.(.....

TENTANS TATA LAKSANA
PELAYANAN PER|JINAN Di
KANTOR PELAYANAN
PER|JINAN KAgUPATFhi PATI.

ST&lr&*AR PG[-AYrtf,lAftl FU BLiK

No. Jonis Peiayanarr

Lama Proses

Keterangan
-Bebelum

f.\Clq
Saeudah

OSS

t.
2.
3.
a.

6.
7.
8.
o

.IU.

11.
12.
13.
t+.
15.

16.

tii- I -t.--;ul|r LUn.aEi

ljin Mendirikan Bangunan {lMB}
Surat ljin Usaha Feidagangan (SIUP)
Surat ljin Penambengan Daerah Bahan
Galian Golongan C (SIPD)
---J- h-4-- lEJ.'-r-i rii\
l at lucl ualldl rt luubu I t r Lru
ijin Usaha lndustri (lUl)
Tanda Daftar Gudans {TDC}
Tanda Daftar Perusahaan ffBtr]
ljin Penggilingan Fadi, Huller dan
n-*..---L-- 6--^-r-rrr ry\rsvl ldll r crrrl 6g
ljin Penggunaan Alun-alun
ljin Gangguan
ljin Pengumpulan Dena
ljin Melervati Jalan Terlarang (IMJT)
t!l- f,r--. '-..- l-l-*
UllI lglltl lU{.Uu rJdlglI
ljin Reklame

ljin Pendirian Tempet lbadah

lz !l4.ll

12 hari
7 hari

14 hari

l{ tIdil

14 hari
7 hari
7 heri
3 hari

7 hari
30 hari

2 hari
t hari
I ildtr

3 hari
30 hari
'14 hsri

1.4. lktlt
12 had
3 hari
7 hari

r lldil
7 hari
3 hari
3 hari
3 hari

3 hari
12 hari

4 ttq!t

t hari
4 L--:I ltrtll

t hari
12 hari
14 h*ri

$panduk, umbul-umbul, layar ioko, stiker.
Bal iho/Bill bm rd, Megatron

[ trrl"ri:Li? ini"'l
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LAMPIRAN |ii : PERATURAN BUFATI PATI
NOMSR. I 5 . .TAHUN..eg.Q 7....
TENTANG TATA LAKSAI.{A
PELA'fANAN PERiJll\iAN Di
KANTER PELA}ANAN
FERIJINAN 

'(ABUPATENPATI

frEgl{All8i$trtfiE FEIJIYAF{AF| FgRl.iif'nff
$l KAIIT*R PEt"&YAillAi'I PER|J lf,tAt'l TERFADU

KABUPATEI{ PATI

DEt\r/lLtf\t r r trf\tt Ltttvt lvt I turl I

Keterangan:
1. Femchon i.iin memlnta inforrrrasi dan rnengambil blanko ijin di Bagian lnformasi atau FO

fE^^t n*fi*rlt t$tt n Vrttlr/gt-
2. Penyrampaian beri€s permohman ke Baglan Pelayanan lewat loket pelayanan untuk

diperik*a, berlcas yeng h.rrang lengkaptidak benar dikembalilsn, dan untuk bert<as yang
lenglep/benar dengan r.ruhKi tanda terima.

3. Selanjutnya berkas disampailcan ke @ian Pemrosesan ljin untuk dikoordinasikan dergan
Tim Teknis, ijln yang iersiruktui'diadaiqan pemerlksaan lapar€an/dirapati<an, sedangkan ijin
yang tidak terstruktur langzung diproses.

4. Berkae ijin yang disetujui dan diterbiff.an kepr-*r.san ijin atau sertifilet, ijin disemhkan ke
Bagian Feneiataen ucliui( aided;aiEniry }ata.

5. Keputusan ijir/sedifikat ijin yang sudah ditetapkan pajak/retribusi, Surat Ketetapan Pajak
Daerah {SKPD)lSurat Ketetapan Retrib,Ltsi Daerah {SKRD) diserah}cn ke Begian
Kasi#Pemi:rayaran.

6. Pemohon membayar pajak I retribusi ijln di Eagian Pembayaran I Kasir.
Pemohon I keputusan ijin atau sertifikat ijin di Bagian lnformasi/ FO (Fro* Affire,)

PTf,{]i / KE}.IJ-]-LS]T.X tsL:PATI i

= 
-. = -.= -.:_-f.€3AI].(4-- : i
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